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ABSTRAK 

Tanah memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia. 

Keberadaan tanah tidak jarang dapat menimbulkan terjadinya sengketa tanah. 

Sengketa pertanahan yang juga timbul tidak terlepas dari kondisi administrasi 

pertanahan, khususnya di bidang pendaftaran tanah. Sengketa pertanahan yang 

banyak terjadi di masyarakat salah satunya tumpang tindih atau overlapping. 

Seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Kalipancur, Kota Semarang. Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan salah 

satu cara yaitu mediasi. Kantor Pertanahan yang mempunyai kewenangan dalam 

mengurusi masalah di bidang pertanahan berperan sebagai mediator dalam 

memimpin jalannya mediasi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

terjadinya overlapping di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan untuk mengetahui 

proses serta langkah yang dilakukan dalam penyelesaian dan penuntasan sengketa 

tanah overlapping di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang 

digunakan bersumber dari data primer yang didukung dengan data sekunder, yang 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam permasalahan penelitian dengan hasil 

penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa faktor penyebab overlapping 

yaitu kelalaian petugas pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan serta kurangnya 

kesadaran masyarakat khususnya pemilik tanah untuk memanfaatkan dan 

menggunakan tanahnya sesuai tujuan pemberian haknya, serta tidak merawat 

dengan memberikan tanda batas pada tanah. Penyelesaian sengketa tanah 

overlapping pada HM.No.01553 dan HGB.No. 3365 Kalipancur setelah dilakukan 

proses mediasi, hasil yang disepakati kedua pihak yaitu degan perdamaian dan 

pelepasan sertipikat Hak Guna Bangunan. 
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